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Paket informasi Terkini
RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai prekursor. Karena prekursor narkotika
merupakan zat pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika. Dalam undang-undang tersebut
dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongannya terhadap jenis-jenis prekursor narkotika
tersebut. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan
narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursornya
diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana
penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis,
ukuran, dan jumlah narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional
(BNN).

Sumber Kutipan: http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568
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